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ABSTRAK 

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang menunjukkan 

dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Keberadaan PKL berperan penting dalam 

menyediakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi di sisi lain sering 

melanggar ketentuan penggunaan ruang publik sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan 

PKL.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum PKL 

terhadap pelanggaran penggunaan lokasi usaha dan mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebabnya di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Metode yang digunakan 

adalah pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif, melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumen terhadap pedagang dan pihak terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum PKL masih rendah, 

ditandai dengan minimnya pengetahuan terhadap peraturan daerah, sikap permisif 

terhadap pelanggaran, serta perilaku yang lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi 

daripada kepatuhan hukum. Faktor penyebab utama pelanggaran meliputi tekanan 

ekonomi, kurangnya sosialisasi hukum, prosedur perizinan yang rumit, lemahnya 

penegakan hukum, serta terbatasnya lokasi usaha yang layak.  

Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum 

melalui sosialisasi, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang adil serta 

partisipatif, agar tercipta keseimbangan antara penataan ruang kota dan 

perlindungan ekonomi rakyat kecil. 

 

Kata kunci: Kesadaran hukum, Pedagang Kaki Lima, Pelanggaran, Lokasi usaha 
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